
BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 73 TAHUN2019

TENTANG

PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI BANYUMAS
DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka pengelolaan Biaya Penunjang
Operasional Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan
ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, yang dipergunakan untuk
koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat,
pengamanan dan kegiatan khusus lainnya agar berdaya guna
dan berhasil guna serta tertib administrasi, perlu diatur
Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati Banyumas dan
Wakil Bupati Banyumas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati Banyumas dan
Wakil Bupati Banyumas;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4389);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5165);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintah Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintah Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

' Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2015
tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 45);

• Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor
3 Seri E);

12 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PEDOMAN BIAYA
PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI BANYUMAS DAN WAKIL
BUPATI BANYUMAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah.

5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Banyumas.
6. Pemerintah Daerah Lainnya adalah Pemerintah Provinsi Lain, Pemerintah

Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lain dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

7. Bupati adalah Bupati Banyumas.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyumas.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah tersebut.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

ll.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD atau dengan
sebutan lain adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah , Dinas, Badan, Kantor, Satuan dan Kecamatan.

12. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan
tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, penggunaan serta
pertanggungjawaban Biaya Operasional Bupati dan Wakil Bupati.



BAB III
PENGANGGGARAN

Pasal 3

(1) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam
APBD setiap tahun anggaran pada Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis
Belanja Pegawai, Objek Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota
DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Rincian Objek Belanja
Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(2) Penganggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling
tinggi 0,15 (nol koma lima belas persen) dari Pendapatan Asli Daerah dalam
APBD.

(3) Dalam hal pencapaian target Pendapatan Asli Daerah tahun berkenaan
mengalami kenaikan dari tahun lalu, maka Biaya Penunjang Operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahun berikutnya dapat naik,
paling tinggi sebesar 0,15 (nol korna lima belas persen) dari Pendapatan Asli
Daerah dalam APBD.

(4) Pelaksanaan penganggaran Biaya Penunjang Operasional dilaksanakan oleh
unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB IV
PENGGUNAAN

Pasal 4

(1) Biaya Penunjang Operasional dipergunakan untuk koordinasi,
penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan
khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

(2) Besarnya pembagian Biaya Penunjang Operasional antara Bupati dan Wakil
Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal (4) dapat diberikan setiap bulan.

Pasal 6

Besaran penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditentukan sesuai dengan
kebutuhan yang diperlukan oleh Bupati dan Wakil Bupati.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan
Wakil Bupati menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung.

(2) Mekanisme Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.



(3) Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :
a. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
b. Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
C. Kuitansi/bukti tanda terimayang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati.

(4) Setelah pembayaran diterima dari Rekening Kas Umum Daerah, penggunaan
lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dikelola
oleh Tata Usaha Bupati dan Wakil Bupati.

(5) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan Biaya Penunjang Operasional setiap
bulan, seluruh penggunaan yang telah dilakukan dituangkan dalam Daftar
Rincian Pengeluaran yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.

(6) Sisa penggunaan Biaya Penunjang Operasional satu bulan dapat
dimanfaatkan pada bulan berikutnya dalam satu tahun anggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal !3 1 D E C 2019

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

'NO. J ABA TAN IPAPAf- ;

Diundangkan di Purwgkerto
Pada Tanggal
Plh. SEKRETAjRfS DAERAH K-IEUPATEN BANYUMAS

ASISTEN PEffiJpmTAffi %i% B^SJAHTERAAN RAKYAT

Pembina Ui
NIP. 19620622 198933 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWS TAHUN^.. NOMOR 7±


